
WALIKOTA BUKITTINGGI 
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALIKOTA BUKITTINGGI 
NOMOR : 188.45- 20 -2019

TENTANG

PENDELEGASIAN WEWENANG PENANDATANGANAN NASKAH PERJANJIAN 
HIBAH DAERAH DAN BERITA ACARA PENYERAHAN HIBAH DALAM BENTUK 

UANG DAN BARANG PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI 
TAHUN ANGGARAN 2019

WALIKOTA BUKITTINGGI,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 ayat (9) dan
Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 29 Tahun 2012 
tentang Pedoman dan Prosedur Pemberian Hibah dan 
Bantuan Sosial Pemerintah Kota Bukittinggi sebagaimana 
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan 
Walikota Nomor 15 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat 
Atas Peraturan Walikota Nomor 29 Tahun 2012 tentang 
Pedoman dan Prosedur Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial 
Pemerintah Kota Bukittinggi, yang menyatakan bahwa 
Walikota dapat menunjuk Kepala Satuan Keija Perangkat 
Daerah yang diberi wewenang untuk menandatangani 
Naskah Perjanjian Hibah Daerah dan Berita Acara Serah 
Terima Hibah dalam bentuk uang;

b. bahwa dalam rangka mewujudkan pelayanan yang lebih 
cepat kepada masyarakat/penerima hibah perlu 
mendelegasikan penandatangan Naskah Perjanjian Hibah 
Daerah dan Berita Acara Serah Terima Hibah dalam bentuk 
uang;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaiman dimaksud 
pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan 
Walikota tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan 
Naskah Perjanjian Hibah Daerah dan Berita Acara 
Penyerahan Hibah Dalam Bentuk Uang dan Barang 
Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan
Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah 
Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah 
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5679);



Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi 
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2014 Nomor 292);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah 
kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 139);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantu an Sosial yang 
Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018 
tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian 
Hibah dan Bantu an Sosial yang Bersumber Dari Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2018 Nomor 465);

6. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 10 Tahun 2018 
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota 
Bukittinggi Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kota 
Bukittinggi Tahun 2018 Nomor 10);

7. Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 29 Tahun 2012
tentang Pedoman dan Prosedur Pemberian Hibah dan 
Bantuan Sosial Pemerintah Kota Bukittinggi (Berita Daerah 
Kota Bukittinggi Tahun 2012 Nomor 29) sebagaimana telah 
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota 
Bukittinggi Nomor 15 Tahun 2018 tentang Perubahan 
Keempat Atas Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 29 
Tahun 2012 tentang Pedoman dan Prosedur Pemberian 
Hibah dan Bantuan Sosial Pemerintah Kota Bukittinggi 
(Berita Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2018 Nomor 15);

8. Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 43 Tahun 2018
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2019 (Berita
Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2018 Nomor 46).

MEMUTUSKAN :

: Memberikan pendelegasian wewenang penandatanganan naskah 
perjanjian hibah daerah dan berita acara penyerahan hibah 
dalam bentuk uang dan barang Pemerintah Kota Bukittinggi 
tahun angggaran 2019 kepada Kepala Satuan keija Perangkat 
Daerah Pelaksana Monitoring dan Evaluasi yang terkait langsung 
dengan Penerima Hibah.

: Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini 
dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota 
Bukittinggi Tahun Anggaran 2019.

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Tembusan disampaikan kepada Yth. :
1. Ketua DPRD Kota Bukittinggi di Bukittinggi;
2. Inspektur Kota Bukittinggi;
3. SKPD Pemerintah Kota Bukittinggi;
4. Arsip

Ditetapkan di Bukittinggi 
pada tanggal 22 ^anuati 2019

WALIKOTA, BUKITTINGGI,

M. RAMLAN NURMATIAS


